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54  KEARIFAN POLITIK LOKAL JAMBI: MENELISIK NILAI-NILAI POLITIK ISLAM DALAM MANUSKRIP MELAYU JAMBI  Saidina Usman  Dosen STAI Ahsanta Jambi usman.elqureishi@gmail.com  Abstract  The study of Islāmic politics and relationship to local wisdom in the archipelago cannot be separated from the study of Malay manuscripts of Islām. A serious and careful study of local texts can reveal the nature and character of society as a whole, as well as reconstruct the history of Islam in the archipelago. The study of Islam in the local context of course also aims to see and feel the linkage and attachment to the study of Islam globally.In the face of various challenges in the present era, it is necessary to study and re-dig the values contained in the local treasures full of noble values. So expected of this endeavor, will be born in the wisdom of attitude in daily to the spirit of politics. One source of local wisdom that holds wealth in the form of noble values in question, there is in the manuscript, or old manuscript of Malay that contains many things, ranging from law, custom, politics, and so forth. More specifically, this study focuses on the manuscripts of the Kings of Jambi (SRJ).In this SRJ script can be found some political values that correspond to the concept of Islamic politics, which comes from al-Quran and Hadith. Among these values, are about the importance of a leader for a society, obedience to leaders, consensus agreement in decision will be making, the way to leaders and in community life. These are the noble values that should be studied and practiced in the life of the nation and the state, so that the democratization process of this nation is not uprooted from the root and local wisdom that already exist and become one of the important wealth ever owned by this nation.  Keywords: Islamic Politics, Malay Manuscripts, Local Wisdom, Positive Value  PENDAHULUAN Bernard Lewis berkesimpulan bahwa salah satu ciri mencolok yang membedakan antara Islam dengan agama Kristen dan Yahudi adalah pada perhatian yang diberikan kepada hubungan agama dan kekuasaan, dan keterlibatan langsung Islam dalam tata kelola Negara dan pemerintahan, hukum, dan perundangan (Lewis, 2009). Kesimpulan Lewis ini bukanlah tanpa alasan, karena memang Islam, menurut Syamsuddin Arif, satu-satunya agama yang sangat peduli pada politik.Namun, bukan politik sebagai tujuan, melainkan politik sebagai sarana mencapai tujuan yang lebih tinggi, lebih agung, dan lebih mulia, yaitu kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat (Arif, 2007).Tujuan itulah yang menjadi tujuan kenapa Rasulullah dan para sahabat 
55  berdakwah, berdagang, dan berperang.Bagi mereka kekuasaan politik dilihat sebagai amanah (trust) dan sebagai fitnah (test). Masih menurut Syamsuddin Arif, secara umum pemikiran politik Islam itu adalah merupakan sintesis dan malgamasi dari konsep-konsep kepemimpinan yang dikenal dalam masyarakat arab pra-Islam dan bangsa-bangsa yang ditaklukkan, seperti Syria (Romawi), Mesir, Persia, dan Mongol (Arif, 2007). Fakta ini menunjukkan bahwa konsep politik yang dikembangkan di awal kemunculan Islam, juga tidak terlepas dari proses akulturasi dengan konsep-konsep yang sudah terlebih dulu ada di masyarakat Arab sebelum Islam. Menurut Suhar, kebersinggungan antara Islam dengan khazanah lokal, baik di arab maupun diluar arab, yang mmbuat terjadinya dialog antara keduanya, karena sebelum kedatangan Islam, masyarakat setempat sudah memiliki kepercyaan, adat istiadat, dan system serta konsep-konsep tata kelola kehidupan lainnya, sedangkan Islam juga membawa berbagai hal baru yang juga menyangkut dengan tata kelola kehidupan.  Setidaknya ada tiga sikap yang dilakukan Islam ketika berhadapan dengan budaya lokal, yaitu: (i) Islam memberikan perhatian, apresiasi serta pengakuan terhadap apa yang sudah ada, dan mempertahankannya, (ii) Islam melakukan revisi sehingga budaya atau konsep tersebut sesuai dengan ajaran Islam, dan (iii) Islam menolak sama sekali budaya atau konsep tersebut (Suhar, 2009).Dari persinggungan keduanya, lahirlah kompromi yang harmoni antara kearifan-kearifan local (Local Wisdom) dengan ajaran Islam, yang satu sama lain saling menguatkan dalam batasan-batasan yang telah ditentukan. Karena Islam adalah agama fitrah, maka tentu segala yang dibawa oleh Islam sudah sesuai dengan kapasitas dan bermuara pada kebaikan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kearifan local seringkali menjadi sesuatu yang dirindukan oleh kesadaran masyarakat dan pemerintah bahwa dalam mengahdapi berbagai macam tantangan di era sekarang ini, dibutuhkan kajian dan penggalian ulang nilai-nilai yang terdapat di dalam khazanah local yang sarat nilai-nilai luhur. Sehingga diharapakan dari ikhtiar ini, akan lahir kebijaksanaan dalam bersikap dalam keseharian hingga dalam spirit berpolitik. Salah satu sumber kearifan local yang menyimpan kekayaan berupa nilai-nilai luhur yang dimaksud, ada pada manuskrip, atau naskah lama Melayu yang memuat banyak hal, mulai dari hokum, adat, politik, dan lain sebagainya. Kajian yang serius dan cermat terhadap naskah lokal bisa mengungkapkansifat-sifat dan karakter masyarakat secara utuh, disamping juga bias merekonstruksi sejarah Islam di Nusantara. Kajian Islam dalam konteks lokal tentu saja bertujuan untuk melihat dan merasakan keterkaitan dan keterikatan dengan kajian Islam secara global. Namun sayangnya, perhatian dan kajian terhadap naskah-naskah lokal yang merupakan khazanah intelektual dan bukti hidupnya budaya ilmu di Nusantara masih sangat minim. Padahal, jika saja mau menengok ‘kekayaan’ yang terdapat didalam naskah atau manuskrip Melayu, maka banyak informasi serta kearifan yang didapat untuk dijadikan referensi dalam upaya rekonstruksi sejarah, budaya, termasuk juga system politik hari ini. 
56  Ali Muzakkir sedikit menyinggung tentang sejarah Islam dalam naskah lokal di Jambi, seperti yang disebutkannya bahawa untuk menelusuri perkembangan Islam termasuk sistem politik di Kesultanan Melayu di Jambi setidaknya hanya ada dua sumber lokal (local chronicles) yang boleh dijadikan rujukan iaitu undang-undang Piagam Pencacahan Jambiyang ditulis dalam bahasa Melayu dengan aksara jāwi oleh Ngebih Sutho Dilogo Priyayi Jebus pada tahun 1317 H/1899 M  dan Silsilah Raja-Raja Jambiyang juga di salin oleh penulis yang sama pada tahun 1358 H/1928 M (Muzakir, ...). Dalam konteks Jambi, naskah yang membiacarakan tentang sejarah dan hukum tata negara yang berlaku di kesultanan Melayu Jambi, hanya terdapat dalam dua naskah yang disebutkan diatas. Namun dalam kajian singkat ini, penulis hanya menelisik nilai-nilai politik Islam yang terdapat dalam naskah Silsilah Raja-Raja Jambi yang selanjutnya disingkat SRJ.   PEMBAHASAN Dalam khazanah manuskrip atau naskah Melayu Islam, memang tidak terdapat satu kitab Jāwi lama yang secara khusus membahas tentang pemikiran politik Islam atau kerajaan Islam di Nusantara.Hal ini berbeda dengan karya dalam bidang-bidang lain, misalnya karya tentang tasawuf, kalam, fiqh, sastera dan lain sebagainya, yang Terdapat banyak dalam kitab-kitab Jāwi lama yang tersebar di seluruh Nusantara (Azra, 1999). Meski tidak ada satu kitab yang lengkap membahas tentang politik Islam, bukan berarti pemikir dan penulis Muslim di Nusantara ini sama sekali tidak menyinggung atau melupakan masalah politik ini. Setidaknya pembahasan mengenai konsep dasar politik Islam boleh ditemukan dalam karya-karya manuskrip Jāwi yang ber-genre sejarah atau karya-karya historiografi  (Azra, 1999).Bila diperhatikan memang hampir setiap karya yang bersifat sejarah telah menyinggung dan menejelaskan tentang prinsip dan nilai-nilai politik Islam yang harus dipatuhi oleh sulṭan dan masyarakat.Manuskrip atau naskah SRJ merupakan salah satu teks karya sejarah yang juga membahas tentang politik Islam yang diletakkan dalam pembahasan mengenai hukum adat Jambi yang mengatur tentang tata kelola pemerintahan dan aturan-aturan perundangan. Penegasan tentang fungsi undang-undang yang didalam naskahSRJ  mengatur tentang tata kelola kerajaan dan aturan-aturan bagi masyarakat awam bahkan menjadi tolak ukur apakah sebuah kerajaan boleh berlaku adil atau tidak. Kepatuhan kepada hukum dan undang-undang yang telah disepakati merupakan kepatuhan kepada sulṭan, dan kepatuhan kepada sulṭan merupakan bentuk ketaatan kepada Allāh subhānahu wata’ālā . Di antara ciri khas pengaruh Islam terhadap pemikiran politik Islam di Nusantara adalah pengambilan serta penggunaan gelar “sultan” untuk penguasa-penguasa kerajaan Melayu setelah kedatangan Islam. Perubahan gelar ini bisa difahami untuk menunjukkan perubahan setelah diterimanya ajaran Islam. Seperti penguasa Pasai yang pertama, setelah diislamkan oleh Syaikh Ismāil lalu mengambil gelar “sultan” dan menggunakan nama Malik 
57  as-Saleh (Shellabear, 1961). Dalam konsteks politik lokal Jambi, yang termaktub dalam teks SRJ juga secara tersirat menjelaskan hal yang sama, dari yang sebelum berbentuk kerajaan dan bergelar raja, menjadi berbentuk kesultanan dan bergelar sultan.  Selain gelar sulṭan, masalah asal usul (genealogi) juga merupakan ciri khas dalam sejarah politik kesultanan melayu di Nusantara.Teks-teks atau naskah historiografi menjelaskan keterkaitan keturunan sulṭan-sulṭan dengan penguasa-penguasa besar di dunia Islam.Tun Sri Lanang dengan karyanya “Sejarah Melayu” menjelaskan bahwa asal-usul raja-raja Melayu Muslim adalah keturunan dari Zuqarnain (Alexander the Great) (Winstdt).Selain Sejarah Melayu, karya lainnya yang juga menghubungkan raja Zulqarnain dengan raja-raja Melayu ialah Misa Melayu dan Hikayat Siak. (Hashim 1988). Berbeda dengan beberapa teks yang disebutkan tadi, teks SRJ tidak mengaitkan keturunan raja-raja Jambi dengan raja Iskandar Zulqarnain atau pun Nabi Khidir. Teks SRJ justru menghubungkaitkan keturunan raja Jambi berasal dari keturunan raja Turki yang juga merupakan keturunan Rasulullāh ṣallallāhu ‘alaihi wasallam. Penjelasan mengenai asal usul Ahmad Barus II atau Datuk Paduka Berhala, yang disebut sebagai tokoh penting dalam penyebaran Islam ke Jambi, yangjuga memiliki genealogi sampai kepada keluarga Nabi Muhammad sallallāhu ‘alaihi wasallam seperti termaktub dalam pasal ini:  “Asalnya Datuk Paduka Berhala, raja Turki turunan dari Sulṭan Sayyidinā Zayn al-’Abidīn bin Sayyidinā Husayn binti Fātimah Zahara binti Sayyidinā Rasūl, menjadi raja dengan istrinya namanya Tuan Putri Selara Pinang Masak raja Pagaruyung di tanah Jambi, bernegeri di Tanjung Jabung” (Darahim).  Pentingnya Pemimpin  ا ءNَPQِإَو ِةVَ ﱠXYا َمNَ[ِإَو ِتا]َ_ْ َ` Yْا aَbِْc dْeِ_َْYِإ Nَf_ْgََْوأَو Nَi]ِjَْkِl َنوoُeَْQ ًq ﱠrِsَأ dُْھNَfuْbَvََو َwQoِlِNxَ NَfَY اyُiNzََو ِةNzَ ﱠ{Y  “Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah.” (QS. Al-Anbiya (21):73) Teks SRJ mengakui akan kepentingan adanya seorang pemimpin yang menjadi naungan bagi masyarakat. Kehadiran seorang sulṭan dalam pemahaman teks SRJ, merupakan seorang yang mampu meyempurnakan atau menjadi pelengkap bagi kehidupan masyarakat Jambi.Sebagai lambang kesempurnaan dalam kehidupan bermasyarakat, kehadiran sulṭan sebagai pembimbing diharapkan mampu memberikan kesejahteraan dan keadilan untuk masyarakat Jambi.Ditangan sulṭan semua keputusan dan kebijaksanaan bermuara. Hal ini termaktub dalam pasal dibawah ini:   
58  “Jikalau tiada terhukum oleh Mentri yang kecil, maka naikkan kepada Pasirah, Jikalau tiada tersudahkan oleh Pasirah maka naikkan Pangeran yang jadi Pepatih negri, jikalau tiada sudah oleh Pepatih, maka sembahkan kebawah duli baginda, maka tamam.” (Pasal 15).  Dalam literatur sejarah yang dituliskan oleh Ibn Batutah ketika beliau mengadakan rihlah ke bilad Jawi (Alam Melayu)yang meliputi Malaysia, dan seluruh daerah Indonesia dan sebahagian Thailand dan Filipina, beliau menggambarkan budaya keilmuan para raja-raja Melayu yang secara rutin mempelajari ilmu Akidah, Fiqh, Syari'ah dan Akhlak yang digalakkan oleh para ulama muktabar dizamannya(Akla& Mohd, 2006). Begitu juga dalam teks SRJ ini, pada masa kesultanan  Melayu Jambi abad 19 ini muatan tauhid, syari'ah, akhlak sangatlah ditekankan sehinggalah proses penyelesaian hukum juga mengikut jenjang makamnya, dan semua tertunduk atas dasar keilmuan serta adab yang berlaku diinstitusi raja-raja (Achigenc, 2014). Ini bisa menjadi bukti tentang kedudukan pemimpin dalam menentukan atau mengambil suatu keputusan. Sehingga keputusan terakhir akan kembali kepada duli baginda sultan setelah melalui tahapan sebelumnya.  Larangan Melakukan Pemakzulan (IMPEACHMENT) Meskipun telah dijelaskan tentang kepentingan pemimpin bagi masyarakat Melayu Jambi dan posisi sulṭan yang amat kokoh, di dalam teks SRJ tidak ditemukan adanya perintah atau isyarat untuk melakukan pemakzulan bila sulṭan berlaku silap. Menurut Wan Mohd Noor, dalam pandangan Alam Islam (worldview of Islam) tidak dibenarkan adanya pemakzulan pemimpin kerana kesalahan pribadi terlebih lagi pemakzulan tersebut akan membawa mudarat yang besar bagi masyarakat (Daud). Hal ini bersesuaian dengan apa yang dijelaskan oleh Imām Najāmuddīn al-Nasafī (w. 1192M) yang telah diterjemahkan dan dijelaskan oleh al-Attas:  “Bermula segala orang Islam itu tiada boleh tiada bagi mereka, itu daripada beraja yang berdiri ia dengan meluluskan segala hukum mereka itu dan tiada disharatkan bahwa ada ia dipelihara (ya’ni tiada dosa), dan tiada disharatkan hendak ia terlebih daripada masanya.Dan tiada ia ma’zul (ya’ni dipecat) raja-raja itu sebab fasiq dan derhaka.” (Alattas, 1988).   Dalam teks SRJ adalah istilah “Raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah” merupakan bentuk dan isyarat bahawa masyarakat hanya diajak untuk melakukan kritik dan sanggahan jika sulṭan sudah tidak menjalankan hukum Allāh. Tiada ketaatan dalam kemaksiatan.Dalam pemahaman pasal dalam tesk SRJ di atas menyanggah atau membangkang tentu tidak selalu bermakna pemakzulan pemimpin. Dengan memberi masukan dan nasihat bahwa seorang pemimpin itu bertanggungjawab dunia dan akhirat terhadap masyarakatnya, yang dalam hal ini bias dilakukan oleh para ‘alim ulama’ 
59  cerdik pandai, juga merupakan salah satu bentuk sanggahan kepada pemimpin.  “…keadaan raja itu seperti Firman Allāh Ta'āla didalam Qur'an Innī Jā’ilun fi al-Arḍi Khalīfah (QS. Al-Baqarah: 30) artinya, telah aku jadikan raja di dalam bumi ini yaitu didalam dunia ini akan jadi ganti aku yakni memakai suci, kata benar menghukumkan adil, jika boleh raja seperti demikian itu adil raja kita sembah, tiada adil kita sanggah.” (Pasal 13).  Ketaatan dan Kepatuhan Kepada Pemimpin Prinsip untuk taat dan patuh pada Allāh, Rasul dan Pemimpin, adalah perintah langsung daripada Allāh subhānahu wata’alā  sepertimana termaktub dalam al-Quran:  “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allāh dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Penboleh tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allāh (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa: 39)  Prinsip untuk taat kepada Allāh, Rasul dan Ulil Amri (IAIN Ar-Raniry, 1999) adalah salah satu penegasan tentang kepentingan mematuhi pemimpin yang memiliki kewajiban dan wewenang untuk menegakkan agama Allāh dan Rasul di bumi. Ayat di atas sekaligus menjadi dalil perintah untuk patuh kepada pemimpin.Prinsip al-Quran ini juga Terdapat dalam peraturan atau hukum adat Jambi tentang kewajiban patuh dan taat kepada pemimpin selama pemimpin itu masih berpegang dengan ajaran Allāh dan Rasul-Nya. Seperti yang termaktub dalam pasal 13:  “…keadaan raja itu seperti Firman Allāh Ta'āla didalam Qur'an Innī Jā’ilun fi al-Arḍi Khalīfah(QS. Al-Baqarah: 30) artinya, telah aku jadikan raja di dalam bumi ini yaitu didalam dunia ini akan jadi ganti aku yakni memakai suci, memakan halabar, kata benar menghukumkan adil, jika boleh raja seperti demikian itu adil raja kita sembah, tiada adil kita sanggah.”    Dari pasal 13 di atas terlihat bagaimana perintah untuk taat kepada pemimpin Jambi kala itu, selama pemimpin tersebut masih berlaku adil, menjalankan apa yang sudah seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Pemimpin harus diperlakukan dengan hormat dan diagungkan kerana dalam pemahaman teks SRJ ini, pemimpin adalah wakil Tuhan di bumi.Maka dengan demikian, pemimpin juga harus berlaku adil dan tingkah laku pemimpin haruslah menerjemahkan sifat-sifat dan nilai-nilai ketuhanan dalam keehidupannya sehari-hari. Sebab dalam doktrin SRJ 
60  ini, jelas disebutkan bahwa ketaatan hanya ada selama pemimpin tidak menyimpang dari aturan Allāh.   Pernyataan “raja adil raja disembah, raja ẓalim raja disanggah” yang Terdapat dalam pasal di atas adalah sebuah penegasan tentang kepentingan dan batas ketaatan kepada pemimpin.Pernyataan di atas juga selaras dengan pernyataan Sayyidinā Abū Bakr al-Ṣidiq ketika memberikan pidato setelah dia dilantik menjadi Khalīfah pengganti Rasulullāh ṣallallāhu ‘alaihi wasallām di Thāqifah Banī Sa’adah.“Ikutilah aku selama aku mengikuti perintah Allāh dan RasulNya, dan bangkanglah aku bila aku membangkang perintah Allāh dan Rasulullāh!” begitu bunyi pernyataan tegas beliau (Khulaṣah Nūrul Yaqīn fīSīrah Sayyid al-Mursalīn) Pernyataan tentang hubungan kekuasaan Allāh dan pemimpin sebagai ‘pengganti’ Allāh serta keterkaitan antara ketaatan kepada pemimpin dengan ketaatan kepada Allāh dalam teks SRJ ini, adalah gagasan dasar pemikiran politik dalam Islam. Islam meyakini dan menekankan asal-usul ketuhanan dalam kerajaan.Titik awal tradisi politik Islam adalah asumsi bahwa hak dan kewajipan ditentukan dan diwahyuhkan oleh Tuhan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (Burhanudin, 2012).  Doktrin tentang raja atau pemimpin sebagai ‘wakil Tuhan’ di bumi tidak hanya terdapat di dalam teks SRJ, tapi juga terdapat di dalam teks Melayu lainya, khususnya teks yang menyinggung tentang politik dan kerajaan seperti teks Taj al-Salatin. Dalam menjelaskan hubungan antara Tuhan dengan raja ini, penulis teks Taj al-Salatin mengawali dengan menguraikan cerita nabi Adam ‘alaihi al-salam sebagai sebuah ilustrasi.Nabi Adam ‘alaihi al-salam digambarkan sebagai nabi pertama yang dilantik oleh Allāh sebagai raja pertama di bumi dan melaksanakan tugasnya sebagai pengatur di muka bumi berdasarkan perintah Allāh subhānahu wata’āla, membimbing kepada perintah Allāh dan menjauhi segala larangan Allāh.  “Harus kamu ketahui bahawa Tuhan memiliki hak untuk menciptakan Adam di bumi ini, orang yang dianugrahkan gelar Khalifāh (wakil Tuhan) dan diangkat sebagai raja di antara semua abdi-Nya” (Hussain, 1992).  Budaya Musyawarah  Prinsip politik Islam lain yang Terdapat dalam teks SRJ adalah prinsip musyawarah, baik itu di tataran para menteri dan penyeleggara negara, maupun di tengah-tengah masyarakat. Prinsip membiasakan diri dengan pola hidup bermusyawarah mufakat ini dijelaskan dalam pasal:  Dan tatkala sampai dipengadapan, maka titah Orang Kayo Pingai, "Hai adinda, dari kakanda sudah memufakat dengan sekalian adinda yang hadir dipengadapan, melainkan adindalah yang dirajakan, kakanda tidak terangkat lagi menjadi raja, sebab sudah tua melainkan adinda menjunjung khalifah”(Pasal Pendahuluan teks SRJ).  
61  Dari pasal diatas dapat dilihat bagaimana bentuk dan pola suksesi kepemimpinan dilingkungan kesultanan Jambi yang menggunakan system musyawarah mufakat. Inilah yang membedakan Demokrasi ala Barat (yang menekankan aspek individu melalui suara terbanyak) dengan Demokrasi ala Melayu Jambi (lebih mengutamakan nilai-nilai kebersamaan di dalam pengambilan keputusan) yang terekam dalam manuskrip Melayu Jambi. Sesuai dengan seloka adat yang berbunyi:  “Bulat aek (air) dek (karena) Pembuluh, bulat kato dek mufakat, kok (jika) bulat lah bulih digulingkan, kok pipih lah bulik dilayangkan.”  Nilai musyawarah yang terdapat didalam naskah SRJ diatas, merupakan cerminan bahwa nilai politik Islam juga mewarnai nilai-nilai politik dalam naskah melayu Jambi.Perintah bermusyawarah dalam mengambil keputusan-keputusan juga diperintahkan Allah dalam Surat Ali-’Imrān ayat 159.   ُeَY]ِْَْPْاyَrُْefْbَُxْNََِYyْَfْjِْاy ﱡَiَVِuَْYْNَ_ِuًَNَّَPfzُyَْYyَrُْeَuَPfِueِّuYNَf ﱢjqٍrَgَْرNrَِَcN_ِrُْھْرِوNَyَrْ w_ِu ﱢzyََPrُYْNﱡُِ_َeّuYNﱠiِeِّuYNَubَuْ ﱠzyََPََPjْ{َxَاَِذَc]ِjَْ   “Maka disebabkan rahmat dari Allāh-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka.Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.Kerana itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allāh.Sesungguhnya Allāh menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”  Prinsip Tentang Menjaga Adab Kepada Pemimpin  Akhir-akhir ini, terutama sejak maraknya media social yang membuat tata nilai serta kesusilaan menjadi terpinggirkan. Media social ibarat pisau bermata dua, disatu sisi ia bisa membawa manfaat, namun disisi lain ia juga kerap disalah gunakan. Seperti hilangnya adab dalam memberikan kritikan terhadap pemimpin.Dalam khazanah Melayu Jambi, pemimpin harus dihormati dan harus beradab.Bahkan tidak hanya dalam memberikan masukan kepada pemimpin, dalam muamalah sesame warga masyarakatpun harus menjungjung tinggi adab kesopanan, meskipun dalam berperkara dengan musuh.  “Jika menebang menuju pangkal, jika melanting menuju tangkai, jika bertanam di-dalam pagar, jika berkata didalam pusaka yang lazim.Jangan menumbuk didadalam periuk, jangan bertanak didalam lesung, itulah ibarat tukang harang habis besi binasa orang menempa penat saja, orang nengok ilang hari menjadi ketanggungan didalam akhirat. Maka hendaklah barang kata dengan lemah lembut seperti sabda Nabi Sallaahu ‘Alaihi 
62  Wassalam: Qaulan Layyinan Qayyib Bi al-Qalb al-Insān. Artinya adapun perkataan yang lemah lembut itu terbelenggu kepada segala hati manusia.(Pasal 9).  Pasal diatas sesuai dengan apa yang Allah berikan:  “Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut” (QS. Thaha: 44)  Larangan menghina atau mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada pemimpin yang dalam teks SRJ disebut adab kepada mentri, maka di pasal yang lain, teks SRJ mengatur lebih lebih khusus tentang adab kepada pemimpin ini.Seperti yang terdapat di dalam pasal keenam belas berikut ini.  “Tiada boleh syak dan sangka kepada Mentri walaupun ia punya kerapatan atau santi saudaranya atau sebab ia malu kepada orang yang dihukumkannya itu, maka tiada boleh kita syak dan sangka kepadanya, kerana mentri menghukum itu tiada boleh seorang, melainkan dengan memupakat serta dengan segala kerapatannya• Jikalau belum memupakat serta dengan kerapatannya boleh kita tolak hukumnya itu, kerana Mentri itu umanat, jikalau sungguh ia khianat, maka dipecat hukumnya itu oleh duli baginda tiada boleh dipakai lagi. Apalah guna memakai orang yang akan membawa raja masuk kedalam neraka.”(Pasal 16).  Dalam pasal di atas, setidaknya ada enam hal penting yang boleh digaris bawahi yaitu, a. Larangan berburuk sangka kepada pemimpin.Sifat berburuk sangka ini termasuk kedalam sikap yang tercela (mazmumah) yang wajib dijauhi oleh setiap orang beriman. Allah subhanahu wata'āla melarang dengan tegas sikap buruk sangka ini. Allah menyandingkan sikap buruk sangka dengan sikap suka mencari-cari kesalahan dan kemudian menyebut-nyebutnya (Ghibah), dan kesemua itu termasuk perbuatan dosa (QS al-Hujarat: 12) Orang beriman hanya dibenarkan berprasangka baik terhadap orang beriman lainnya. (Tafsir al-Thabari, jilid 23).Begitu juga terhadap pemimpin, rakyat hendaklah sentiasa berbaik sangka selama keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Di dalam teks diatas jelas dan disebutkan tentang wajibnya para menteri melakukan musyawarah mufakat dalam menentukan suatu perkara.   b. Setiap keputusan atau kebijakan yang diambil oleh seorang menteri sebagai pemimpin, mestilah melalui forum musyawarah mufakat. Di luar itu, keputusan itu dianggap tidak konstitusional. Ini menunjukkan hidupnya budaya musyawarah mufakat (syura) sebagai salah satu nilai 
63  kepemimpinan dalam Islam di zaman kesultanan Jambi. Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wasallam sahaja, selalu mengkedepankan sikap bermusyawarah mufakat di dalam memutuskan suatu perkara. Seperti ketika Nabi meminta pendapat sahabat mengenai tawanan perang. Begitu juga dalam hal yang lain ketika baginda Nabi memimpin Negara Islam Madinah  c. Menteri-menteri yang dipilih adalah mereka yang amanah.Pasal keenam belas dalam teks SRJ juga memberi gambaran bahwa para menteri haruslah mereka yang mampu menjaga amanah. Muhammad al-Ghazali memberi defenisi amanah sebagai meletakkan sesuatu sesuai dan wajar dengan tempatnya, oleh kerana itu satu jabatan hendaklah diberikan kepada orang yang berhak menjabatnya, yang kemampuannya yang melayakkan ia memegang jabatan tersebut (Al-Ghazali, 1997).  d. Rakyat boleh tidak patuh apabila menteri atau pemimpin mereka membawa kearah kezaliman.  e. Menteri yang terbukti tidak amanah, maka akan diberikan hukuman berupa pemecatan.  f. Tanggung jawab pemimpin terhadap bawahan itu tidak hanya sebatas di dunia, tetapi juga di akhirat kelak.  Selain dengan rakyat, Islam juga menghendaki keharmonisan antara pemimpin dengan para ilmuwan. Kerana selain para ilmuwan boleh menyampaikan dan memastikan sebuah informasi dan data itu benar, para ilmuwan juga bisa memberikan pandangan dan pencerahan kepada pemimpin dalam menjalankan tugas kepimpinannya (Daud, 2010). Dalam teks SRJ juga Terdapat prinsip dalam bermuamalat dengan sesama masayrakat.Salah satu akhlak Muslim yang utama adalah menjaga lisan dan tidak bercakap hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Islam, seperti mencaci, memaki, mengeluarkan kata-kata kotor, mengutuk orang lain, mengutuk haiwan dan lain sebagainya. Seorang yang mukmin adalah mereka yang tidak suka mencaci, mengutuk, menjelek-jelekkan orang lain sebab pada dasarnya sikap tersebut sama saja dengan menggangu dan menyakiti orang lain (Zuhaili, 2014).  “Apabila orang dakwa mendakwa, salah seorang tiada mengikut kata-kata hukum serta mengeluarkan kata-kata yang jahat-jahat dihadapan hukum, maka orang itu salah seorang barang yang membuat demikian itu kuasa mengalahkan dengan perintah duli baginda.”(Pasal 8).  Al-Qur’an juga melarang seorang yang beriman itu saling menyakiti satu sama lain baik perbuatan mahupun dengan lisan, seperti berbohong dan bahaya lisan lainnya. Tidak hanya itu, Allah juga melarang menghina sembahan orang yang tidak Islam sekalipun, kerana dikhawatirkan orang kafir tersebut akan 
64  kembali memaki Allāh subhanahu wata'āla (Quran surat al-Ahzab ayat ke 58 dan al-An’am ayat ke 108). Dalam teks SRJ ini, juga Terdapat pasal tentang adab tentang cara memberikan dakwaan atau tuduhan yaitu, hendaknya dengan cara mengeluarkan kata-kata yang sopan lagi benar sehingga terjagalah wibawa hukum. Sebaliknya perkataan yang jahat lagi kasar walaupun mempunyai tujuan benar di hadapan hukum hanyalah akan menjatuhkan harga diri, dan mencerminkan sifat sombong diri dan sifat biadab kepada perintah duli baginda. Sehingga jelaslah bahwa dalam teks, perkataan yang lembut dan berkata yang benar sebagai prasyarat dalam majelis hukum. Dalam pasal kedelapan di atas jelas sekali pengarang teks menekankan akan perlunya adab tata karma serta berlaku sopan santun dalam berperkara di mahkamah. Berkenaan dengan konsep adab, al-Attas menjelaskan adab yang merujuk kepada pengenalan diri kepada suatu hak keadaan sesuatu dan kedudukan seseorang iaitu, dengan proses bahwa diri berusaha memperoleh akan suatu keadaan, sehinggalah proses pengenalan tersebut menurut al-Attas adalah ilmu. Akan tetapi, pengenalan tidaklah cukup tanpa ada pengakuan, yaitu menerimanya diri kepada hak sesuatu, sehinggalah proses tersebut memerlukan suatu tindakan nyata yang berupa amalan kepada hak sesuatu dan kedudukan seseorang (Al-Attas, 2001). Tentunya dalam proses penyerapan adab dalam diri seseorang hendaklah menjadikan Sunnah Nabi Muhammad ṣallallāhu ‘alaihi wasallam sebagai teladan utama bagi setiap Muslim. Al-Attas juga menambahkan bahawa pengenalan tanpa pengakuan itu ibarat ilmu tanpa amal yang akan berbuah keingkaran dan keangkuhan, begitu pula pengakuan tanpa pengenalan ibarat amal tanpa ilmu yang berbuah ketidaksadaran dan kejahilan. Nyatalah bahawa jika dikaitkan dengan konsep adab yang terdiri dari pengenalan dan pengakuan, maka perkataan jahat jika diucapkan di hadapan hukum, maka seseorang itu telahlah mensifati diri antara yang telah disebutkan di atas iaitu keingkaran dan keangkuhan atau ketiadasadaran dan kejahilan.  KESIMPULAN Kandungan isi manuskrip Melayu sendiri memang sangat luas dan tidak terbatas pada kesusastraan saja, tetapi mencakup berbagai bidang lain seperti agama, sejarah, hukum, politik kesultanan, resolusi konflik, adat istiadat, obat-obatan, teknik, dan lain-lain, sehingga akan sangat relevan sebagai bahan pengetahuan umum dalam dunia pendidikan di Indonesia. Termasuk salah satunya adalah naskah Silsilah Raja-Raja Jambi yang menjadi focus makalah ini. Salah satu bagian yang penting yang terdapat di dalam naskah SRJ ini adalah system politik dan pemerintahan kesultanan Jambi. Tradisi politik Islam yang terdapat di dalam teks SRJ  yang ingin dibentuk dan dikembangkan oleh raja-raja Melayu Jambi adalah pemahaman yang berlandaskan kepada fahamAhlu Sunnah Waljama’ah, yang menekankan pentingnya kesetiaan rakyat kepada penguasa, dan kepatuhan penguasa kepada prinsip-prinsip hukum Islam dan nilai-nilai akhlak. Berbagai kitab undang-undang yang ditulis pada masa-masa awal Islam di Nusantara yang menjadi 
65  panduan hukum bagi negara dan masyarakat, termasuk teks SRJ yang sebahagian besarnya berisi undang-undang dan peraturan pemerintahan, yang memang bersumber dari kitab-kitab karya para ulama Sunni di berbagai pusat keilmuan dan kekuasaan di Timur Tengah. Kitab undang-undang Melayu itu yang biasanya ditulis atas perintah raja atau sultan menunjukkan bahwa ajaran-ajaran syariah sebagai bagian integral dalam pembinaan tradisi politik di kawasan ini. Untuk memperjelas argumen tersebut kita boleh mengambil pemahaman dari apa yang telah dijelaskan dalam kajian ini terhadap teks Silsilah Raja-raja Jambi. Teks SRJ ini menunjukkan kuatnya pengaruh hukum Islam. Nilai-nilai Politik  Islam yang terdapat di dalam teks SRJ ini pada intinya meletakkan beberapa prinsip pertemuan dan kesesuaian antara prinsip Islam dan prinsip adat Jambi. Pertama, gagasan tentang kekuasaan dan sifat daulat ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip Islam.Kedua, pemeliharaan ketertiban umum dan penyelesaian perkara perkara hukum didasarkan pada ketentuan-ketentuan Islam dan adat.Ketiga, hukum kekeluargaan pada umumnya didasarkan pada ketentuan-ketentuan fikih Islam.Keempat, hukum dagang dirumuskan berdasarkan praktek perdagangan kaum Muslimin.Kelima, hukum yang berkaitan dengan kepemilikan tanah umumnya berdasarkan hukum adat.Dengan demikian, dalam perkembangan tradisi politik Melayu di Nusantara, pembinaan hukum dilakukan dengan mengambil prinsip-prinsip hukum Islam, dan mempertahankan ketentuan-ketentuan adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.   DAFTAR PUSTAKA Achigenc, A. (2014).Islamic Scientif tradition in History. Kuala Lumpur: IKIM. Akla S. N. & Dom,A. S. M. (2006). Ibn Batutah (1304-1377), Rihlah Ibn Baṭutāh,Terj.Selangor: MPH Group Publishing. Al-Attas, S. N. (2012).Islam dalam Sejarah Kebudayaan Melayu. Bangi, UKM. Al-Ghazali, M. (1997). Pribadi Muslim, terj. Osman Haji Khalid Terengganu: Yayasan Islam Terengganu. Arif, S. (2017). Islam dan Politik: Kajian dan Pandangan, dalam Jurnal Pemikiran Islam ISLAMIA, Edisi Januari. Azra, A. (1999).Renaisans Islam Asia Tenggara: sejarah Wacana dan Kekuasaan. Bandung: Rosda Karya. Hashim, M. Y. (1988). Pensejarahan Melayu Nusantara. Kuala Lumpur: Teks Publishing. Jabbār,Umar ibn Khulaṣah Nūrul Yaqīn fī Sīrah Sayyid al-Mursalīn, Juzu’Awwal (Surabaya: Maktabah al-Hikmah, t.t) Lewis, B. (2009). The Religion and The New People. New Jersey: Pearson. Muhammad, R. A. (1999). Fiqh Siyāsah. Aceh:  IAIN al-Raniry. ___________ . (1988). The Oldest Known Malay Manuscript: 16th century Malay Translation of the ‘Aqa’id of al-Nasafi. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. ______________ . (2001). Risalah Untuk Kaum Muslimin Kuala Lumpur: ISTAC. 
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